
 
 

 
 

BUPATI BUTON UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR   3  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA 

KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
  BUPATI BUTON UTARA, 

 
Menimbang 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Mengingat   

: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan 

ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Prosedur Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa 
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018; 

 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara  di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690); 

 
 

 
 
 

 
 

 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5234); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9           
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43       

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12       

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi 

Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10); 

 
 
 

 
 

 



18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2016 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2018 Nomor 1); 

20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35); 

21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun       

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2017 Nomor 41); 

22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 
(Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018            
Nomor 1); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :       PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERHITUNGAN 

DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN 
BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Buton Utara. 
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 



6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

7. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang 
terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) 

yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi 
pemerintahan. 

8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan 

unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. 
9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi 

sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas 
operasional. 

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat 

seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).  
11. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. 

 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Prosedur Pemberian Alokasi Dana Desa 
b. Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa 
c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa 

 
BAB III 

PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA 
Pasal 3 

 
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun 

anggaran. 

(2) Pengalokasian  ADD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling 
sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang  diterima 

Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah 
dikurangi dana alokasi khusus. 

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing- 
masing Desa dengan mempertimbangkan: 
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah 
Desa. 

 
Pasal 4 

 
(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan ADD kepada Bupati setiap 

triwulan. 

(2) Permohonan ADD dilampiri dengan: 
a. usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa yang disepakati BPD dan 

direkomendasikan Camat; 
b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; 

dan 
c. Siklus Tahunan Desa. 
 

 
 

 



(3) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah 
Desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa. 

(4) Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga 
bulan Juni sebesar  20% (dua puluh persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat  
bulan  Juni  sebesar 40% (empat puluh persen); dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). 

 
Pasal 5 

 
(1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah 

melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) 
dan ayat (2). 

(2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada  Pasal  5  ayat  (1) 
dan ayat (2). 

 
BAB IV 

TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA 
Pasal 6 

 

(1) ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus 
berdasarkan  asas  merata  dan  adil : 

a. Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap 
desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). 

b. Asas   adil   adalah   bagian   ADD   yang   besarnya dibagi   secara   
proporsional   untuk   setiap   desa berdasarkan     Nilai     Bobot     
Desa    (BDx)    yang dihitung  dengan   rumus  berdasarkan   

beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka 
Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional 

(ADDP). 
(2) Berdasarkan kedua asas tersebut di atas  maka besarnya Alokasi Dana 

Desa (ADDx)  terdiri  dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa 
Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). 

(3) Besarnya prosentase perbandingan antara asas adil dan merata 

ditetapkan sebagai berikut: 
a.  Alokasi  Dana  Desa Minimum  (ADDM)  ditetapkan sebesar   90 %   

dari   jumlah    ADD   keseluruhan. Dana   tersebut   akan   dibagi   
sama  besar   untuk semua Desa. 

b.  Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) ditetapkan    sebesar    10 %    
dari    jumlah     ADD  keseluruhan.      Dana     tersebut      akan      
dibagi berdasarkan  nilai Bobot Desa (BDx). 

(4) ADD  bersumber  dari  10% (sepuluh  per  seratus)  dari Dana 
Perimbangan     yang    diterima    oleh    Kabupaten     dalam Anggaran    

Pendapatan    dan    Belanja    Daaerah    setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

 
Pasal 7 

 

(1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk 
setiap Desa sebagai berikut : 

a. Rumus Penetapan ADD 
 

 
 
 

 
 

 

∑ ADDx = ∑ (ADDM +  ADDP) 



 
       Keterangan: 

a. ADDx        :  ADD yang diberikan kepada Desa x; 
b. ADDM       :  Alokasi Dana Desa Minimum (Perolehan  Desa   

                         sama) sebesar 90% ; 
c. ADDP   :  Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan  

                         koefisiensi variabel­ variabel)  sebesar 10%. 
 

b. Rumus Penerimaan ADD Kepada Desa 

 
 

 
 

 
            BDx adalah  Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa  x 
 

c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x 
 

 
 

 
 
       Keterangan: 

a. BDx : nilai bobot desa untuk Desa x; 
b. KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x; 

c. KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x; 
d. KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x. 

 
(2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c 

merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel. 

(3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. jumlah penduduk; 

b. luas wilayah Desa; 
c. angka kemiskinan;   

d.   indeks kesulitan geografis 
(4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan 

indeks sebagai berikut: 

 

huruf variabel koefisien indeks 

a. Jumlah penduduk KV1 0,25 

b. Luas wilayah Desa KV2 0,10 

c. Angka kemiskinan KV3 0,35 

d. Indeks Kesulitan Geografis KV4 0.30 

 
 

Pasal 8 

 
Penggunaan alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa 

dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

 
 
 

 
 

 
 

 

ADD = ADDM +  BDx X (ADDP) 

 

BDx = ((0,25 X KV1x) + (0,10 X KV2x) + (0,35 X KV3x)+ (0,30 X KV4x) 

 

 



Pasal 9 
 

(1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa. 

(2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan 
agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif. 

(3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat 
Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh 

masyarakat. 
(4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam 

usulan RKPDesa. 
(5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 
 

 

Pasal 10 
 

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKPDesa. 
 

BAB V 
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 11 

 
Lingkup pengalokasian Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam Peraturan 

Bupati ini yaitu Besaran Alokasi Dana Desa, Insentif/Honor Desa, 
Operasional Desa/PKK/BPD/LPM dan Pembangunan/Pengadaan. 

 
Pasal 12 

 

Besaran pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan      

Bupati ini. 
 

Pasal 13 
 
Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 

ditetapkan dengan mempertimbangkan : 
a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; 

b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan 
tingkat kesulitas geografis desa;  

 
BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 14 
 

Pembiayaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun                  
Anggaran 2018. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton 
Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa 

Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan   
tidak berlaku. 

 

 
Pasal 17 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten                 

Buton Utara. 
                           

                                                
                                                                     Ditetapkan di Buranga 

                                                                     pada tanggal 17-1-2018 
 

BUPATI BUTON UTARA, 

 
cap/ttd 

 
H. ABU HASAN 

 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal 17-1-2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA, 

 
cap/ttd 

 
MUHAMMAD YASIN 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3 ... 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


